
WALI KOTA BEI(ASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR | 7OOl42OltTKO

TENTANG
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2O2I

Menimbang a

Mengingat

b

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan provinsi
Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2O2l
Nomor O9BILHP lXVIJt.BDc l04 12022 Tanggal
26 April 2022;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi
Wali Kota Bekasi agar Kepala perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi segera
menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BpK
RI atas Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kota
Bekasi Tahun Angga ran 2021.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tamtahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g6);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S, Tamtahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan ]\egara (Lembaran wegiia Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor OO, Tamtahan
Lembara_n Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, TamLahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S
tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lS
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 2O9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2016 Nomor tt+, Tambahan

^ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5gg7);9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi pemerintah (Lembaran NegariRepublik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang pedoman p-ngelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang pedoman pengelJlaan Keuangan
Daerah;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun2013 tentang penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3
Nomor 1425);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan pemerintahan Wajib dan pilihan yangmenjadi Kewenangan pemeriniah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016tentang pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);



14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran Daerah Kota
Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);

15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 202 I
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 94 Tahun 2O2O tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O2l (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 202 I Nomor
15 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

Tim Anggaran Pemerintah
Bekasi;

Daerah (TAPD) KotaKepada

Untuk

KESATU

KEDUA

KETIGA

Sekretaris Daerah selaku Ketua TApD, Kepala Badan
Perencanaan dan Penelitian pengembangan
Pembangunan Daerah (Bapelitbangda), Kepala BPKAD
dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD untuk lebih
cermat dalam melaksanakan proses penganggaran
ganti rugi lahan.

Agar melaporkan progres pelaksanaan tindak lanjut
sebagaimana dimaksud kepada Wali Kota Bekasi dan
tembusannya disampaikan kepada Inspektur Kota
Bekasi.

Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Plt.

Dr. TRI

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal tog tiei 2OZZ
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